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PUTUSAN

Nomor 2656/Pdt.G/2023/PA.Nph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan

Karyawan, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Bandung Barat, disebut sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal
19 September 2023 dengan register perkara Nomor 2656/Pdt.G/2023/PA.Nph,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan XXXXX Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat
rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX
tertanggal XXXXX;
2, Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten
Sumedang;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul).
Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama
XXXXX, Tempat tgl lahir, XXXXXX, Pendidikan XXXXX, diasuh oleh
Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis.
Namun sekitar bulan Mei 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:
5.1. Bahwa Tergugat diketahui memiliki sikap yang buruk, yang mana
Tergugat seringkali mencuri barang-barang milik tetangga seperti
sayuran, uang dan barang-barang lainnya. Bahkan Tergugat diketahui
berbohong perihal pekerjaannya kepada Penggugat, diketahui Tergugat
mengaku bekerja di proyek. Namun ternyata Tergugat tidak memiliki
pekerjaan dan pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah mencuri. Sehingga
Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
5.2.Bahwa Tergugat diketahui bersikap tempramental, yang mana
Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai
merusak barang-barang rumahtangga. Sehingga Penggugat merasa
tidak nyaman untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan

Tergugat;
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5.3. Bahwa Tergugat diketahui mengkonsumi obat-obatan terlarang dan
alkohol. Hal ini diketahui oleh Penggugat karena Penggugat pernah
melihat langsung Tergugat sedang melakukan hal tersebut bersama
dengan teman-teman Tergugat, selain itu Tergugat beberapa kali pulang
ke rumah kediaman dalam keadaan mabuk. Sehingga Penggugat tidak
sanggup untuk mempertahankan rumahtangga bersama dengan
Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan November 2022 Penggugat dan
Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing
sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orangtua
Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f dan a) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
2656/Pdt.G/2023/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Majelis memeriksa identitas Penggugat, ternyata
identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada
penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan oleh karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara a quo termasuk dalam
sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal XXXXX yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cisarua Kabupaten
Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi
tanda alat bukti (P);
B. Saksi:
1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat
tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai
ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal XXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan
nafkah kepada Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan dengan
mengancam ingin memukul Penggugat, selain itu Tergugat ketahuan
telah mencuri barang milik warga seperti pompa dan lainnya di

perumahan yang sedang dibangun;
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- Bahwa kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga
sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami
istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai
tetangga penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal XXXXX yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, keharmonisan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pernah melakukan
kekerasan dengan mengancam ingin memukul Penggugat, selain itu
Tergugat ketahuan telah mencuri barang milik warga seperti pompa dan

lainnya di perumahan yang sedang dibangun;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari kediaman
bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada hubungan yang baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tetap
pada surat gugatannya dan mohon agar diputus dengan amar mengabulkan

gugatan penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan
ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR
Jo. Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah
memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah
tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap
dipersidangan, maka sebagaimana pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka
perkara a quo termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban
penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat
(1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, yang disebabkan karena
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- Tergugat diketahui memiliki sikap yang buruk, yang mana
Tergugat seringkali mencuri barang-barang milik tetangga seperti sayuran,
uang dan barang-barang lainnya. Bahkan Tergugat diketahui berbohong
perihal pekerjaannya kepada Penggugat, diketahui Tergugat mengaku bekerja
di proyek. Namun ternyata Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan pekerjaan
sehari-hari Tergugat adalah mencuri. Sehingga Penggugat merasa tidak
nyaman dengan sikap Tergugat;
- Tergugat diketahui bersikap tempramental, yang mana
Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai merusak
barang-barang rumahtangga. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman
untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan Tergugat;
- Tergugat diketahui mengkonsumi obat-obatan terlarang dan
alkohol. Hal ini diketahui oleh Penggugat karena Penggugat pernah melihat
langsung Tergugat sedang melakukan hal tersebut bersama dengan teman-
teman Tergugat, selain itu Tergugat beberapa kali pulang ke rumah kediaman
dalam keadaan mabuk. Sehingga Penggugat tidak sanggup untuk
mempertahankan rumahtangga bersama dengan Tergugat;
yang pada akhirnya sejak November 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di
persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu
tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa
hadirnya Tergugat atau verstek;
Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah

melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang
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perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil
dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat
dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi
dipersidangan, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 164 HIR yakni alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat
bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga dapat diterima,
diperiksa yang kemudian akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (hazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai
ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh
karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk
mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il yang diajukan Penggugat adalah
telah cakap menjadi saksi, orang dewasa yang memberikan keterangan secara
terpisah (satu-persatu) di bawah sumpahnya di persidangan sebagaimana telah
sesuai ketentuan pasal 144 dan 147 HIR, sedangkan adanya hubungan keluarga
(vide pasal 145 HIR) antara Penggugat dengan saksi-saksinya dapat diterima
karena telah diatur dalam ketentuan khusus pasal 22 angka 2 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga selama mereka bersedia dan tidak
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mengundurkan diri maka dapat diterima/didengar kesaksiannya sebagaimana
ketentuan pasal 146 dan 147, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022
yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat,
dan pernah melakukan kekerasan dengan mengancam ingin memukul Penggugat,
selain itu Tergugat ketahuan telah mencuri barang milik warga seperti pompa dan
lainnya di perumahan yang sedang dibangun, sehingga pada akhirnya Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga
saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan yang baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya
suami istri yang baik, telah didamaikan namun tidak berhasil, yang mana semua
keterangan tersebut didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri
karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai
Pasal 169 hingga 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkonstatir dan kualifisir
sebagaimana beberapa pertimbangan diatas, maka di uraikan beberapa fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
yang menikah pada tanggal XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri
(ba’da dukhul) sehingga telah dkaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pernah

melakukan kekerasan dengan mengancam ingin memukul Penggugat, selain
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itu Tergugat ketahuan telah mencuri barang milik warga seperti pompa dan

lainnya di perumahan yang sedang dibangun;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 6 (enam) bulan yang lalu,

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan
rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana
dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat
dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak
akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan gaidah figih

yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

@L@dl@l@@semmwi;_Ja

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik
manfaat”;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat yang telah terbukti pecah (broken down marriage) dan tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak
perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab

ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2656/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat
alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu
sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim menilai telah
terpenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Aguang Tahun
2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 15
Desember 2022, pada rumusan kamar Agama diantaranya “perkara perceraian
dengan alasan perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau
telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, oleh karena itu
gugatan cerai penggugat dengan alasan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam
kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai

alas hukum berbunyi:
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Al el ol b g g3l da g3l A e 20 13l
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak
satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing
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sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riana Elfriyani, S.H. Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 310.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
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